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  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata  Kerja  Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

  5. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

2024 (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

2020 Nomor 441); 

  6. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 

Tahun 2020-2024; 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 
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tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Malang Nomor : 11/HK.03.1/3507/2022 Tentang 

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 

2022; 

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 

Nomor : 10/PK.01/3507/2022 tanggal 17 Januari 2022 

Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan 

Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 

Tahun 2022. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALANG 

TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MALANG TAHUN 2022. 

KESATU :

   

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut 

bertujuan antara lain : 

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang; 

2. Semua unsur berkewajiban dan bertanggung  jawab 

untuk melaksanakan rencana aksi secara koordinatif 

dan bertanggung jawab; 

3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Malang yang profesional dengan 
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